SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.135/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib
menetapkan indikator kinerja utama untuk
Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

. bahwa penetapan indikator kinerja utama di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran
strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonsia Nomor 5494);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
Nomor 5);

: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara  Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

: Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan  Utara, yang
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Utara untuk
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan
Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen
Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-
masing SKPD Tahun 2021-2026.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

»

ttd
MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
N{R.;19700103 200112 1 003 ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:
Menteri Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

1.
2.

3.
4.
5}

Indonesia;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi

Kalimantan Utara;

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara;
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.135/2022
TENTANG

PENETAPAN

SALINAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

INDIKATOR 14
NO. KINERJA TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Indeks Ketahanan Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah 1.  Angka Kriminalitas Tertangani 100%
Nasional 2. Indeks Demokrasi Indonesia 83.50
Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana 3. Indeks Risiko Bencana 153.62
2 | Indeks RB Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | 4. Predikat SAKIP BB
Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus | 5. Maturitas SPIP Sl
Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja. | 6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Baik
7. Indeks Maturitas SPBE 2.6
3 | Indeks Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 8.  Angka Harapan Hidup 72.63
Pembangunan
Manusia : : ==
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan | 9. Angka Harapan Lama Sekolah 13.15
Masyarakat 10. Angka Rata- Rata Lama Sekolah 9.27
Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi | 11. Angka Kemiskinan 7.00-6.73
Masyarakat 12. Tingkat Pengangguran Terbuka 4.56
4 | Indeks Kualitas Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon 13. Tingkat Penurunan Emisi GRK 5,268,945

Lingkungan Hidup







INDIKATOR

NO. KINERJA TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) 3) (4) (5)
38. Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki
15. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam | 39. Indeks Pembangunan Pemuda 57.20
Pembangunan
10 | Laju Pertumbuhan | 16. Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi | 40. Pertumbuhan Koperasi Sehat 5
Koperasi dan UMKM Dan UMKM 41. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada 5.69
UMKM
11 | Rata-rata 17. Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi 42. Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi 90
Pertumbuhan
Realisasi  Investasi
(PMA+PMDN)
12 | Indeks Williiamson 18. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat 43. Indeks Gini 0.284
13 | Proporsi Desa | 19. Meningkatnya Kemandirian Desa 44. Jumlah Desa Mandiri 34
Tertinggal 45. Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal
182
14 | Tahapan 20. Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi | 46. Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang 1
Pembentukan DOB Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan dikembangkan
yang Terpenuhi DOB Yang Diusulkan

Salinan sesyai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
] ukum

NIP. 19700103 200112 1 003

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44 /K.
TENTANG

/2022

SALINAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kelola
Pemerintahan
Yang Transparan,
Akuntabel Dan
Inovatif

Penyelenggaraan Pemerintahan
Profesional, Efisien, Efektif, Dan
Fokus Pada Sistem Penganggaran
Yang Berbasiskan Kinerja.

Predikat SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kementerian PAN-RB

I
No.|  TusUAN e SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI DATA SUMBERDATA | PENANGGUNG JAWAB
1 Terjaganya Indeks Ketahanan Meningkatnya Keamanan Dan Jumlah kriminalitas yang dif asilitasi dan ditangani , 7
- ol = 8 - T ) . - - X 0 Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa
Wmﬂ%wﬂ&ﬁm Nasional Ketertiban Wilayah Angka Kriminalitas Tertangani Jumlah angka kriminalitas yang terjadi 100% Bangsa dan Politik dan Politik f
3
Indeks Demokrasi Indonesia IDI = M..Hw_ﬁl (4p) BPS Badan %%Mmmo;mmwmmrmwm
Meningkatkan Kualitas Penanganan R o Ancaman x kerentanan
indeks Risiko Bencana=————————
Pencans Indeks Risiko Bencana Kapasitas BNPB Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2 Mewujudkan Tata |Indeks RB Meningkatnya Kualitas

Biro Organisasi

Maturitas SPIP

Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

BPKP

Inspektorat

Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah

Hasil Evaluasi IPKD Provinsi Kalimantan Utara

Kementerian Dalam
Negeri

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Indeks Maturitas SPBE

Hasil Evaluasi Maturitas SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kementerian PAN-RB

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
dan Persandian

Infrastruktur

3 Mewujudkan SDM |Indeks Pembangunan Meningkatnya Derajat Kesehatan Angka Harapan Hidup Angka perkiraan lamna hidup rata-rata penduduk dengan Asumsi tidak ada .
Yang Berkualitas | Manusia Masyarakat perubahan pola Mortalitas menurut Umur e Dinae: Keachaten
Dan Berdaya = I T
Saing, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah n _m.ﬂ\mvn s Dinas Pendidikan dan
Dan Kebudayaan Masyarakat i=0X L /6 Kebudayaan
Angka Rata- Rata Lama Sekolah § oy Dinas Pendidikan dan
T _M__ (Lama Sekolah Penduduk Ke — i) BPS fiebainiaan
Meningkatnya Kemandirian Sosial Angka Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin ’ 5 2
Ekonomi Masyarakat Jumiah seluruh Pendnduk * 100% S Prinis: Sowial
Tingkat Pengangguran Terbuka Jumiah Pengangguran %100 % Bos Dinas Tenaga Kerja dan
Jumlah Angkatan Ker ja Transmigrasi
4 Meningkatkan Indeks Kualitas Terwujudnya Pembangunan Rendah  |Tingkat Penurunan Emisi GRK Dinas Li
Kualitas Lingkungan Hidup Karbon Ton CO2eq/ tahun nes LINGKUNEA | pinas Lingkungan Hidup
Lingkungan up
Hidup Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan |Indeks Kualitas Air z 3
Lahan m& i) i i
- ﬁ...h.h M+ ﬁ:..ﬁv ol cEmuh_.meémma Dinas Lingkungan Hidup
=
\ 2
Indeks Kualitas Udara 50 . .
e Dinas Lingkungan £ i -
Indeks Udara = 100 — | —x(Jeu — 0,1
Ao.ouﬁ uv Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Tutupan Lahan 50 ¥ 3
Indeks Tutupan Lahan = 100 — | (84,3 — (TH x100))x — Dinas rw.nww_.Emmﬁ Dinas Lingkungan Hidup
54,3 Hidup
Indeks Kualitas Air Laut Di Lingk
Indeks Kualitas Air Laut = ¥, QiWi Emm:mmes.wﬁ Dinas Lingkungan Hidup
5 |Mewujudkan Indeks Layanan Meningkatnya Aksesibilitas Dan Cakupan Layanan Transportasi
HHNH%E Infrastruktur WMMMH”:E Antar Pusat-Pusat Antar Pusat Kegii RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTAS] PROVINSI KALIMANTAN UTARA Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan




INDIKATOR KINERJA

Ketahanan Energi
Daerah

(TOE/Miliyar Rupiah)

Terbarukan

Penggunaan Listrik Dan Energi Baru

Listrik

Dinas Energi dan SDM

NO. TUJUAN TUJUAN SABARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI DATA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Dasar Meningkatnya Kualitas Layanan Cakupan Layanan Air Bersih Jumlah wilayah yang terlayani air bersih 0 . i i i
Infrastruktur Dasar oo witayan x100% Dinas PUPR-PERKIM | Dinas PUPR-PERKIM
Cakupan Akses Dan Layanan .
Telekomunikasi jumlah Desa yang terlayani akses layanan komunikasi a Dinas Komunikasi, Dinas Komunikasi,
x 100% Informatika, Statistik | Informatika, Statistik
Jumlah seluruh desa se kaltara 3 =
dan Persandiaan dan Persandiaan
6 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai
Ekonomi Daerah |Nilai PDRB (ADHK) Tambah Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sektor _ PDRBt — PDRBt — 1 Dinas Pertanian dan
Yang Berdaya  |Nilai PDRB (ADHB) Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, | Pertanian Pertumbuhan PORE t =— spor—— %100 DES Ketahanan Pangan
Saing Pariwisata
" ) a9 P Dinas Pertanian dan
Indeks Ketahanan Pangan Y (j)= M“ =10 iXij BPS Keisharian Pargas
I, Dinas Pertanian d
ilai i NTP == x 100 o8
Nilai Tukar Petani In BPS Ke in, Panigen
1 >
Nilai Tulear Nelayan NTN ==+ x 100 BPS Dinas Kelautan dan
Ip Perikanan
) Dinas Perindustrian
Laju Pertumb PDRB Sekt: PDRBt — PDRBt — 1 <
_:._h_m:.“ nbban = Pertumbuhan PDRB t = —— 0 ———— 2100 BPS Perdagangan, Koperasi
t—1 dan UKM
. Dinas Perindustrian
Laju Pertumbuhan PDRB Sekt PDRBt — PDRBt — 1 "
vnﬁm Mc . oL or Pertumbuhan PDRB t = —————————— 2100 BPS Perdagangan, Koperasi
gang PDREt — 1 dan UKM
i s - In (Pengeluaran) — In (Pengeluaranyy,)
P — i .
engeluaran Per Kapita Pengeluaran T (Pengeluaranyeys) — In(Pengeluaran g BPS Bappeda dan Litbang
Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah wisatawan Mancanegara + Jumlah Wisatawan Domestik BPS Dinas Pariwisata
7 |Mewujudkan Indeks Kerukunan Umat |Meningkatnya Toleransi Antar Umat Skor Dimensi Toleransi Hesil 'S ek s Badan Kesatuan Bangsa
Kehidupan Beragama Beragama asth survey darl Remenag emensg K dan Politik
Masyarakat Yang Skor Dimensi Kesetaraan $
Harmonis Hasil Survey dari Kemenag Kemenag Rl Badan Hm%wﬂmrmmbwwm
Skor Dimensi Kerjasama i s 3 Badan Kesatuan Bangsa
Hasil Survey dari Kemenag Kemenag Rl dan Politik
8 |Mewujudkan Nilai Intensitas Energi Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap |Cakupan Rumah Tangga Teraliri KK berlistrik PLN per KabKota + KK berlistrik Non PLN per KabKota

Dinas Energi dan SDM

Rasio Elektrifikasi

KK berlistrik PLN per KabKota + KK berlistrik Non PLN per KabKota
KK Kaltara

Dinas Energi dan SDM

Dinas Energi dan SDM

Hasil Perhitungan Aplikasi Program LEAP Long-Range Energy Alternatives Planning

Dinas Energi dan SDM

Dinas Energi dan SDM

Keluarga Berencana

Nilai Bauran Energi System
9 Mewujudkan Indeks Pembangunan Meningkatnya Pengarus- Utamaan Rasio Angka Harapan Hidup .
Kesetaraan Gender Gender Perempuan : Laki Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
Gender dan Perempuan, Perempuan,
Milenial Dalam I - AHH — AHHpn Perlindungan Anak, Perlindungan Anak,
Pembangunan JriesEsdiEn AHHpais — AHH Pengendalian Pengendalian
Pendudukan dan Pendudukan dan

Keluarga Berencana




INDIKATOR KINERJA

NO. TUJUAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI DATA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
an.m..u_”u mmE..xh_MWE Sekclali Dinas Pemberdayaan | Dinas Pemberdayaan
RRAn Perempuan, Perempuan,
I = RLS — RLSyn Perlindungan Anak, Perlindungan Anak,
R LS it — RLSpin Pengendalian Pengendalian
Pendudukan dan Pendudukan dan
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
Rasio Angka Harapan Lama 4 = 2 "
Seckolah Perempuan : Laki UEW&WMHWMM%%Q?& UEmWn M.M”wmwnb&.nmb
Fizrs HLS — HLSpin Perlindungan Anak, Perlindungan Anak,
e HLSpmars — HLSpin Pengendalian Pengendalian
Pendudukan dan Pendudukan dan
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
Wwﬂﬂvwﬂw& Laki Perkapita Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
E ’ Perempuan, Perempuan,
L _ __In(Pengeluaran) — In(Pengeluaran ) Perlindungan Anak, Perlindungan Anak,
FERGERtaran = In(Pengeluar anmes) — In(Pengeluaran ) Pengendalian Pengendalian
Pendudukan dan Pendudukan dan
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
Meningkatnya Peran Serta Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda i ) i Dinas Pemuda dan
Dalam Pembangunan Hasil Evaluasi IPP dari BAPPENAS BAPPENAS Olahraga
10 |Mewujudkan Laju Pertumbuhan Meningkatnya Produktivitas Dan Daya |Pertumbuhan Koperasi Sehat a .
v K hat t — hat t —
Ketahanan Koperasi dan UMKM Saing Koperasi Dan UMKM Pertumbuhan Koperasi sehat t = Eperes o - Kaperasise ﬁa 100 Disperindagkop Disperindagko;
pe & Koperasi sehat t — 1 e Pe ghop
Ekonomi P
Kerakyatan Persentase Pertumbuhan Kredit ¥ G
e redit UMKM t — Kredit UMKM t — 1 y 3 " .
Perbankan Kepada UMKM Pertumbuhan Kredit UMKM ¢ = oot UMKM L = Kredlt UMKM -1 Disperindagkop Disperindagkop
Kredit UMKM t -1
11 |Mewujudkan Rata-rata Pertumbuhan Meningkatnya Kepastian Hukum Rata-Rata Pertumbuhan Nilai — S b= Jumlah realisasi investasi tahun (n) 100%
Iklim Investasi Realisasi Investasi Berinvestasi Investasi SRR perGmnnanreatisgsi = Jjumlah target tahun (n) = DPMPTSP DPMPTSP
Yang Kondusif (PMA+PMDN)
12 [Mewujudkan Indeks Williiamson Menurunnya Kesenjangan Pendapatan [Indeks Gini
Pemerataan Masyarakat
Pendapatan Antar _ . .
Wilayah Yang GR = HM fil Y+ Yy Bappeda dan Litbang | Bappeda dan Lithang
Berkeadilan
13 [Mewujudkan Proporsi Desa Tertinggal |Meningkatnya Kemandirian Desa Junlah Desa Mandiri .
Pembangunan Jumlah desa status desa mandiri sesuai IDM DPMD DPMD
Y:
WMWMEWMMM_ Jumlah Desa Tertinggal Dan X .
Sangat Tertinggal Jumlah desa Tertinggal dan sangat tertinggal DPMD DPMD
14 |Mewujudkan Tahapan Pembentukan Meningkatnya Pengembangan Wilayah [Jumlah wilayah administrasi
Percepatan DOB yang Terpenuhi Administrasi Kecamatan Untuk pemerintahan yang Biro Pemerintahan Biro Pemerintal
Pembentukan vnﬁ_nu_wbm: Syarat Pembentukan DOB |dikembangkan Jumlah kecamatan yang dibentuk Umum dan Otonomi Umum dan Otonomi
DOB Yang Diusulkan Daerah Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
nsi Kalimantan Utara

—

Sekretariat;

Kevgmg

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




